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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Dari data penelitian, hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik beberapa 

kesimpulan, yaitu sebagai berikut: 

1. Apabila dilihat dari histogram dan nilai mean rankingnya, semua faktor 

penyebab keterlambatan pekerjaan dalam penelitian ini berpengaruh (nilai 

mean 3 < X < 3,5). 

2. Urutan ranking faktor penyebab keterlambatan pekerjaan secara keseluruhan 

yaitu: Rencana urutan kerja yang tidak tersusun dengan baik/terpadu dan 

lemahnya perencanaan kebutuhan durasi waktu kerja, Kesesuaian kualifikasi 

keahlian SDM yang diperlukan dan Rencana kerja pemilik yang sering 

berubah-ubah 

3. Secara umum apabila dilihat 3 besar faktor paling berpengaruh penyebab 

keterlambatan pekerjaan hasil yang sama, hanya urutan rankingnya masih 

terdapat sedikit perbedaan. 

4. Persepsi jawaban owner terlihat paling berbeda dengan responden lainnya 

karena owner biasanya melihat secara makro permasalahan yang ada 

sedangkan responden lainnya melihat secara detail permasalahan yang ada di 

lapangan. 
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5.2 Saran 

1 Disarankan kepada pihak Pengguna Jasa / Owner dalam hal ini Pemerintah 

Daerah Kabupaten Padang Pariaman  pada umumnya dan Dinas/OPD terkait 

khususnya Bidang Tata Ruang Dinas PUPR agar lebih memperhatikan 

ketelitian dalam penyusunan Rencana urutan kerja yang dipaparkan pada 

KAK sehingga dapat tersusun dan terencana dengan baik/terpadu serta dapat 

meminimalisir kesalahan perencanaan di KAK. Akibat lemahnya 

perencanaan di KAK bisa memberi pengaruh kepada kebutuhan durasi waktu 

kerja  

2 Disarankan kepada pihak Pengguna Jasa / Owner agar lebih memperhatikan 

ketelitian terhadap Kesesuaian kualifikasi keahlian SDM yang dibutuhkan 

sebagai Stake Holder yang terlibat di dalam kegiatan penyusunan dokumen 

RTRW Kabupaten Padang Pariaman ini 
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